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ABSTRACT 

This study was motivated by the implementation of the online queue feature 

in the Sentuh tanahku application at the Sukoharjo Land Office as an effort to 

improve the quality of land services. Before the implementation of this feature, 

services still used a conventional queue system that caused long queues, long 

waiting times, and uncertainty in service schedules. This study aims to describe the 

implementation of the online queue feature and analyze the quality of services after 

the implementation of the feature. This study employed a mixed method with a 

descriptive approach. Qualitative analysis was used to examine the implementation 

of the online queue feature based on Edward III’s policy implementation theory, 

which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure 

through interviews, observations, and document studies. Quantitative analysis was 

used to measure service quality based on the SERVQUAL dimensions through 

questionnaires distributed to land service applicants. The results showed that the 

implementation of the online queue feature in the Sentuh tanahku application at the 

Sukoharjo Land Office has generally been implemented well. The feature has 

improved service orderliness, reduced physical queues, and provided greater 

certainty in service schedules. Supporting factors include staff commitment, the 

availability of facilities and infrastructure, and service standard operating 

procedures (SOPs). However, several obstacles remain, including low digital 

literacy among some members of the public, less optimal socialization, and network 

and application system problems. The results of the analysis also indicate that the 

quality of land services after the implementation of the online queue feature is 

categorized as good based on the SERVQUAL dimensions. 

Keywords: online queue, Sentuh tanahku, public service, policy implementation, 

SERVQUAL, land service. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia telah memasuki era Society 5.0 yang ditandai dengan 

keterbukaan akses informasi dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan 

informasi publik bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh 

informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi mengenai pelayanan 

pemerintah di berbagai sektor. Dengan adanya keterbukaan informasi, 

penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin transparan, efektif, efisien, 

akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan (Noer Dkk., 2024). Selain itu, 

era Society 5.0 juga menekankan pada hubungan antara pemanfaatan teknologi 

dan sumber daya manusia agar transformasi digital dapat berjalan optimal 

(Kusuma, 2022). 

Jumlah tanah di bumi ini tetap, namun kebutuhan masyarakat akan tanah 

terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya penataan administrasi 

pertanahan yang baik serta kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan 

pelayanan pertanahan. Penataan administrasi yang baik menjadi hal penting 

guna mencengah terjadinya sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. 

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang 

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah, pemerintah memiliki peran dalam mengelola hak atas tanah melalui 

Kementerian ATR/BPN yaitu kantor wilayah di tingkat provinsi dan kantor 

pertanahan pada tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 5 Peraturan 

Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian ATR/BPN yang berbunyi Kementerian ATR/BPN mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub 

urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan upaya pemerintah dalam 
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meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik terdiri atas 

beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, tansportasi, pertanahan, dan 

lainnya. Prinsip-prinsip pelayanan publik diantaranya; transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan, dan kepatuhan (Agus, 2023). Seiring 

dengan perkembangan teknologi, pemerintah mendorong transformasi digital 

melalui penerapan e-government sebagai bagian dari reformasi birokrasi. 

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih 

cepat, tepat, tertib, serta error atau gangguan sistem pada kepuasan masyarakat 

(Adinegoro, 2023).  

Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam menyediakan layanan 

di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan visi dan strategi dari 

pemerintah, Kementerian ATR/BPN memberikan respon yang cukup positif. 

Respon positif ini ditunjukkan Kementerian ATR/BPN dengan membuat 

inovasi untuk membantu kantor pertanahan dalam meningkatkan pelayanan 

publik. Aplikasi Sentuh tanahku yang sudah digunakan di seluruh Indonesia 

merupakan salah satu dari wujud inovasi dari Kementerian ATR/BPN (Y. A. 

Putri Dkk., 2022). Teknologi informasi di lembaga pemerintahan e-government 

sudah menggunakan digitalisasi dalam aktivitasnya. Oleh karena itu 

Kementerian ATR/BPN membuat aplikasi Sentuh tanahku berbasis mobile yang 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. Pemanfaatan aplikasi Sentuh 

tanahku diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13/SE/XII/2017 tentang Pemanfaatan 

Aplikasi Sentuh tanahku. Aplikasi Sentuh tanahku terus dikembangkan dan 

disempurnakan secara berkala. Pengembangan besar dilakukan pada tahun 2019 

melalui penambahan fitur serta pembaruan tampilan, sehingga pada Agustus 

2021 aplikasi ini dirilis secara resmi untuk publik (Sa’adah Dkk., 2022). 

Aplikasi Sentuh tanahku merupakan salah-satu inovasi yang dibuat oleh 

Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan 

mitra BPN sebagai pemohon dalam pelayanan di bidang pertanahan (Kayati 

Dkk., 2025). Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis via Play Store atau App 

Store. Salah-satu fitur terbaru dari aplikasi Sentuh tanahku yaitu antrean online 

yang mulai tersedia secara nasional pada tahun 2025 dan mulai diterapkan di 
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seluruh kantor pertanahan di Indonesia, kehadiran fitur ini bertujuan 

meningkatkan kualitas layanan publik agar menjadi lebih cepat, tertib, dan 

efektif (N. H. Putri & Setiaji, 2025). Sebelum adanya fitur ini, masyarakat masih 

menggunakan  antrean konvensional, yaitu pemohon harus datang langsung ke 

kantor pertanahan untuk mengambil nomor antrean. Sebagian besar kantor 

pertanahan memiliki kapasitas ruang tunggu yang terbatas, sehingga kondisi 

tersebut menyebabkan penumpukan jumlah pemohon di kantor pertanahan serta 

waktu tunggu pelayanan yang lebih lama. Sistem ini juga dinilai kurang efektif, 

terutama bagi pemohon yang memiliki jarak rumah cukup jauh dari kantor 

pertanahan, karena tidak jarang mereka harus kembali keesokan harinya akibat 

kuota antrean yang telah penuh. Oleh karena itu, melalui penerapan fitur antrean 

online, masyarakat diharapkan dapat memperoleh nomor antrean dari mana saja 

tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Fitur antrean online tersebut 

juga membantu masyarakat mengatur jadwal kedatangan ke kantor pertanahan 

dengan lebih terencana tanpa harus datang lebih awal dan mengantre di ruang 

tunggu. Dengan demikian, pemohon dapat datang sesuai jadwal yang telah 

dipilih, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan efisien. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu 

kantor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki intensitas dan 

volume pelayanan pertanahan yang tinggi dengan permohonan sekitar 7.379 

berkas per bulannya. Tingginya volume pelayanan tersebut menuntut adanya 

sistem pelayanan yang tertib, efisien, dan transparan untuk menghindari adanya 

penumpukan antrean serta ketidakpastian waktu tunggu bagi pemohon. 

Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ATR/BPN 

No.01 Tahun 2013 bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo termasuk 

dalam kategori kantor pertanahan dengan tipe A yang menunjukkan beban kerja 

pelayanan yang relatif tinggi. Kondisi ini menuntut adanya inovasi pelayanan 

yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. 

Sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan fitur antrean online pada 

aplikasi Sentuh tanahku sejak bulan Agustus 2025. Sebelum penerapan sistem 

ini, pelayanan masih menggunakan sistem antrean konvensional. Pada saat 
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pelayanan pertanahan masih menggunakan sistem antrean konvensional 

terdapat sejumlah keluhan dari pemohon pelayanan pertanahan yang dikutip 

dari ulasan masyarakat pada review google maps yang dapat dilihat pada 

lampiran 4, keluhan tersebut diantaranya; ketidaksesuaian nomor antrean 

dengan urutan pelayanan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan antrean, 

serta lamanya waktu tunggu pemohon untuk memperoleh pelayanan di loket. 

Berdasarkan kondisi tersebut beberapa permasalahan yang yang ditimbulkan 

selama menggunakan sistem antrean konvensional adalah mekanisme 

pengaturan antrean belum sepenuhnya mampu menjamin keteraturan dan 

kepastian pelayanan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketidaksesuaian antara 

nomor antrean dengan urutan pelayanan, kurangnya transparansi dalam 

pemanggilan antrean, serta belum adanya kepastian estimasi waktu pelayanan, 

sehingga pemohon harus menunggu tanpa kejelasan durasi layanan. Kondisi 

tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan pemohon di ruang tunggu serta 

persepsi ketidakadilan dalam urutan pelayanan, sehingga permasalahan-

permasalahan tersebut berpotensi memberikan dampak nuruk terhadap persepsi 

masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik.  

Meskipun penerapan fitur antrean online diharapkan menjadi solusi 

inovatif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pemohon yang datang langsung 

ke kantor pertanahan tanpa melakukan pendaftaran melalui antrean  online, dan 

terdapat juga pemohon yang baru menggunakan fitur antrean online setelah tiba 

di kantor pertanahan. Hal tersebut mengindikasi bahwa pemanfaatan fitur 

antrean online belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu dikaji lebih 

mendalam. Dalam konteks pelayanan pertanahan, implementasi menjadi aspek 

penting untuk memahami bagaimana suatu inovasi dilaksanakan, meliputi 

kesiapan sistem, kesiapan petugas, prosedur pelayanan, serta respon dan tingkat 

pemahaman masyarakat dalam menggunakan fitur antrean online. Selain itu, 

karena penerapan fitur ini baru mulai dilaksanakan tentunya masih terdapat 

beberapa hambatan seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap 

prosedur aplikasi, masalah teknis (misalnya jaringan atau erorr atau gangguan 

sistem sistem), serta sosialisasi dan pendampingan yang belum maksimal. 
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Oleh karena itu, penelitian mengenai "Implementasi Fitur Antrean 

Online pada Aplikasi Sentuh tanahku dalam Rangka Pelayanan 

Pertanahan Berkualitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo" 

penting dilaksanakan untuk mendeskripsikan pelaksanaannya, mengidentifikasi 

faktor penghambat dan pendukung, serta menilai kualitas pelayanan publik 

setelah penerapan fitur antrean online tersebut berdasarkan persepsi 

masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi perbaikan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 

Terdapat 8 (delapan) penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini, dimana dalam penelitian terdahulu tersebut telah dikelompokkan 

menjadi 4 (empat) kelompok, kelompok pertama yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh (Sefitri Dkk., 2025) dengan judul penelitian “Penerapan Sistem  

Antrean Online Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pembuatan Paspor Di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang”, (Suhena Dkk., 2024) dengan judul 

penelitian “Implementasi Penggunaan Antrean Online Melalui Aplikasi JKN 

Mobile dalam Mengurangi Waktu Tunggu Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di 

Rumah Sakit Camatha Sahidya Tahun 2024”, (Suhena Dkk., 2024) dengan judul 

penelitian “Efektivitas Penerapan Antrean Online dalam Upaya Mewujudkan 

Program Go Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Manado”, (Rachmatullah & Listiowarni, 2022) dengan judul penelitian “Sistem 

Pelayanan Administrasi SIM (Surat Izin Mengemudi) Berbasis Android” 

dimana dalam kelompok penelitian pertama tersebut membahas mengenai 

implementasi fitur antrean online pada bidang imigrasi, kesehatan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kepolisian. Kelompok kedua yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh (Sa’adah Dkk., 2022) dengan judul penelitian 

“Aplikasi Sentuh tanahku Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.K.I. Jakarta”, (Noer Dkk., 2024) dengan 

judul penelitian “Transformasi Digital Pendaftaran Tanah: Tantangan dan 

Efektivitas Implementasi Aplikasi Sentuh tanahku dalam Era Socienty 5.0”, 

dimana dalam kelompok penelitian kedua tersebut membahas mengenai 

pemanfaatan aplikasi Sentuh tanahku terhadap pelayanan pertanahan. 

Kelompok ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Bimantara, 2023) 
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dengan penelitian berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Lentera di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang”, dimana dalam kelompok penelitian ketiga tersebut 

membahas mengenai efektivitas pemanfaatan aplikasi Lenteran yaitu aplikasi 

buatan tim IT Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam pelayanan pertanahan 

di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kelompok keempat yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh (Subhan, 2023), dengan penelitian berjudul “Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru Tahun 2022”, 

dimana dalam kelompok penelitian keempat tersebut membahas mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Mall Pelayanan Publik 

menggunakan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). 

Gap Research adalah kekosongan atau kesenjangan dalam penelitian 

terdahulu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut (Kumala Dkk., 2024). Salah-

satu tahapan yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian 

adalah mengidentifikasi adanya Gap Research antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan perbandingan dengan 

keempat kelompok penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi adanya Gap 

Research yaitu belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik 

mengenai implementasi fitur antrean online pada aplikasi Sentuh tanahku 

menggunakan Teori Edward III yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan dari 

suatu implementasi kebijakan yaitu (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi) serta kualitas pelayanan menggunakan dimensi SERVQUAL 

(bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati). 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi 

kekosongan kajian terkait implementasi fitur antrean online pada aplikasi 

Sentuh tanahku dalam rangka pelayanan pertanahan berkualitas di Kantor 

Pertanahan di Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan fitur antrean 

online pada aplikasi Sentuh tanahku sebagai upaya meningkatkan pelayanan 

pertanahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pemohon yang 

datang langsung tanpa mendaftar melalui antrean online, serta pemohon yang 

baru menggunakan fitur tersebut setelah tiba di kantor pertanahan. Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur antrean online belum optimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi fitur antrean online pada aplikasi Sentuh tanahku 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo ? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo dengan adanya fitur antrean online pada aplikasi Sentuh tanahku 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan implementasi fitur antrean online pada aplikasi Sentuh 

tanahku di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengidentifikasi kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo dengan adanya fitur antrean online pada aplikasi 

Sentuh tanahku. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus 

pembahasan, maka dalam penelitian ini diberi beberapa Batasan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian dibatasi pada satu objek penelitian, yaitu Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, sehingga hasil penelitian tidak 

dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh kantor pertanahan lain. 

2. Penelitian ini tidak menganalisis hubungan maupun pengaruh antar variabel 

secara statistik, melainkan menitikberatkan pada penggambaran 

implementasi fitur antrean online dan persepsi masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan setelah penerapan fitur antrean online sebagai dasar evaluasi serta 

perumusan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada proses pelayanan yang berkaitan dengan 

pengambilan antrean online dan pelayanan loket, serta tidak membahas 

secara mendalam tahapan teknis lanjutan. 
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4. Penelitian ini hanya membahas kualitas pelayanan pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo setelah penerapan fitur antrean online saja 

dan tidak membahas kualitas layanan sebelum penerapan fitur ini. 

5. Integrasi data kuesioner dan wawancara tidak dilakukan pada seluruh hasil 

dimensi SERVQUAL, tetapi hanya pada indikator dengan skor terendah pada 

masing-masing dimensi. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, akademis, maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pelayanan publik dan 

peningkatan pelayanan publik di sektor pertanahan berbasis e-government. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik terkait inovasi dan transformasi digital pada pelayanan 

pertanahan dengan pemanfaatan fitur antrean online pada aplikasi Sentuh 

tanahku. 

3. Manfaat Praktis 

a. Kementerian ATR/BPN 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan 

perbaikan dalam pengembangan serta penyempurnaan fitur antrean 

online pada aplikasi Sentuh tanahku, agar penggunaannya lebih optimal 

dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, transparan dan 

efisien di kantor pertanahan. 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap 

implementasi fitur antrean online pada aplikasi Sentuh tanahku dan 

dijadikan dasar rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien, serta error atau 

gangguan sistem 
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 pada nilai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. 

c. Pemohon Sebagai Pengguna 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pemohon 

pelayanan pertanahan tentang tata cara pemanfaatan fitur antrean online, 

sehingga dapat mendorong pemohon untuk memanfaatkan layanan 

digital pertanahan yang telah tersedia. 
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BAB VI  
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi fitur antrean online pada Aplikasi Sentuh tanahku dalam 

rangka pelayanan pertanahan berkualitas di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo dilihat dari sudut pandang internal kantor pertanahan, pegawai, serta 

pemohon sebagai pengguna, adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi fitur antrean online pada Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah berjalan cukup baik, namun belum 

optimal karena masih terdapat pemohon yang belum menggunakan aplikasi 

secara mandiri. Aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi sudah mendukung, tetapi masih diperlukan sosialisasi yang lebih 

merata, pendampingan khusus yang bersifat edukatif, serta SOP/regulasi 

khusus antrean online. 

2. Kualitas pelayanan pertanahan dengan adanya fitur antrean online berada 

pada kategori baik dan sistem telah mampu memenuhi harapan pemohon, 

walaupun masih ada beberapa kekurangan pada indikator media sosialisasi 

secara langsung, ketepatan sistem dan estimasi waktu, petunjuk penggunaan 

aplikasi dari petugas. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi dan kualitas 

pelayanan pertanahan dengan adanya fitur antrean online pada aplikasi Sentuh 

Tanahku di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, secara umum 

pelaksanaan pelayanan telah berada dalam kategori baik. Meskipun demikian, 

masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pelayanan dapat 

berjalan secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital, sebagai berikut: 
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1. Kantor Pertanahan, perlunya peningkatan sosialisasi, menyediakan petugas 

pendamping yang lebih edukatif, melakukan evaluasi berkala, serta 

menyusun SOP khusus antrean online. 

2. Kementerian ATR/BPN dan Pusdatin, perlunya peningkatan stabilitas 

aplikasi serta mengembangkan fitur antrean online agar lebih fleksibel dan 

sesuai kapasitas pelayanan. 

3. Masyarakat, diharapkan mulai membiasakan penggunaan layanan digital 

yaitu aplikasi Sentuh Tanahku secara mandiri untuk memperoleh 

kemudahan dan kepastian pelayanan. 

4. Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan 

cakupan wilayah yang lebih luas, misalnya dengan melakukan penelitian 

pada beberapa kantor pertanahan lainnya. 
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